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A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUN

NOMOR: 4 TAHUN 2002
TENTANG {3%?»

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAD@I KUTAN JALAN

Menimbang

Mengingat

a.

1.

DI KABUPATEN BA D{

DENGAN RAHMAT TUH G MAHA ESA

BUPAT DUNG

bahwa @l m rangka menunjang  perkembangan
pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten

Ban , diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan
andal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya

EGSna dan berhasil guna ;

bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu
diselenggarakan dengan mengintergrasikan semua
komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu
kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah
Kabupaten Bandung, berdasarkan kewenangan yang ada
sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku ;

bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan b
diatas, maka penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan @

Lembaran Negara Nomor 3196) ;

3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acaraéa
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambaha
Lembaran Negara Nomor 3209) ; %

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang L&htas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun,1 omor
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486

5.  Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 ‘%kg Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara<tahyn 1997 Nomor 68,
tambahan Lembaran Negara Nomo );

6. Undang-Undang Nomor 22 T @ﬁ 1999 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negar 1999 Nomor 60, tambahan
Lembaran Negara Nomor

7.  Undang-Undang N Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antar erintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tah Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 38 é
8. Unda %ﬂdang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan
atas ang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

§®}m0r 246) ;

\gv Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang

% Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59,
@ Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;

; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

; Q Republik Indonesia Nomor 3528) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Daerah Tahun 1993
Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952))<ZV

g

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 er&
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 4139) ; ‘

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 un 1993
tentang Marka Jalan;

16. Keputusan Menteri Perhubungan ofr 61 Tahun 1993
tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas ;

17. Keputusan Menteri Perhub Nomor 62 Tahun 1993
tentang Alat Pemberi Isyaggot\L;al Lintas ;

18. Keputusan Menteri Pe ungan Nomor 63 Tahun 1993
tentang Persyarat bang Batas Laik Jalan kendaraan
bermotor, keret engan, kereta tempelan karoseri dan

mponen-komponennya ;

bak muatarks§

19. Keputu@enteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 1993
tenta syaratan teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas pada
K n%an Bermotor ;

2 utusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993
entang Fasilitas Pendukung kegiatan Lalu Lintas dan

q\zv Angkutan Jalan ;
@ 21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993

tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;

tentang Tata Cara pemeriksaan Persyaratan teknis dan Laik

@ 22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993

; Q Jalan Kendaraan ;
\Zy 23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Pengangkutan barang di Jalan ;

24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993
tentang Tarif Penumpang dan barang di Jalan ;

SUMBER : BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG 3

S

S



25

26.

27.

28.

29.

20.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993

tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ; @(

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 Q
tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor ;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun @”
tentang Terminal dan Transportasi Jalan ;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 .t 1999
tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan A n Orang
di Jalan dengan Kendaraan Umum ;

Peraturan Daerah Kabupaten BandungNomor 20 Tahun 2000

tentang Tata Cara Pembentukan Teknik Penyusunan
Peraturan Daerah (Lembaran Daq?b ahun 2000 Nomor 35

Seri D) ; Q

Peraturan Daerah Kabu %Bandung Nomor 7 tahun 2001
tentang Pembentu rganisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bandu baran Daerah tahun 2001 Nomor 6

Seri D). Q%

,Qémn persetujuan

BANDUNG

DEWAN PE%@(ILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

‘% MEMUTUSKAN

Menetapkan ‘% ERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BANDUNG.

X9
@%6

<
o

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
) 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan
Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ; (
Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bandung ; @

oW

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Bandung ; Q

Penguji adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan dinyatakan%

lulus pendidikan dan latihan serta memiliki kualifikasi teknis tertentu dala

bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat

diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat ;

8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan ; % ‘
a

9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari sua«?m t ke
u

N

tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;

10. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/a% ng kegiatan
yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga memb satu kesatuan
system jaringan untuk keperluan penyelenggaraan Ia@s dan angkutan
jalan ;

11. Jalan adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu linta

12. Daerah Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang Q yang dlbata5| oleh lebar,
tinggi, dan kedalaman ruang bebeas terte&g ang ditetapkan oleh Pembina
Jalan ;

13. Daerah Milik Jalan adalah ruang sepanj
tinggi tertentu yang dikuasai oleh P
sesuai dengan peraturan perundan

14. Daerah Pengawasan Jalan ad
Jalan yang dibatasi oleh I%
Pembina Jalan, dan dip@
pengamanan konstruksi

15. Bengkel Terdaftar a%y engkel umum dan bengkel khusus yang melakukan

jalan yang dibatasi oleh lebar dan
a Jalan dengan suatu hak tertentu
ngan yang berlaku ;

ng sepanjang jalan di luar Daerah Milik
an tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh
an bagi pandangan bebas pengemudi dan

perawatan dan/ perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi
persyaratan tekni n laik jalan ;
16. Bengkel Tertu adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan
perawata /atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi
@ knis dan laik jalan ;
elaksana adalah bengkel umum yang mendapat ijin penetapan
engkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor ;
18. raan adalah alat angkut baik bermotor maupun tidak bermotor ;
19: ndaraan Bermotor dalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik
ang berbeda pada kendaraan itu ;
QO. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumah-

rumah, baik dengan ataupun tanpa kereta samping ;
\‘z» 21. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga
Q orang atau hewan ;
22. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
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